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3. DiantaraPasal 51 dan Pasal 52 disisip 5 (lima) pasal,
yakniPasal:

Paszal B1A

1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi,
mengedarkan, memperdagangan, menyimpan,
meyediakan dan atau mengkensumsi minuman
keras, tanpa izin dari pemerintah atay pejabat
yang berwenang,

2) Tata cara dan syarat memperoleh lzin sebagai-
mana dimaksud ayat 1 yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51B

setiap orang atau badan yang memproduksi
minuman keras tanpa izin dari Pemerintah atay pejabat
yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan 6
tenam) bulan dan atau pidana denda paling sedikit Rp
5,000,000 {lima juta) dan paling banykan Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta).

Pasal 51C

setiap orang atau badan yang mengedarkan,
memperdagangkan minuman keras tanpa izin dari
Pemerintah atau pejabat yang berwenang dipidana
dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 25.000,000, (dua puluh lima juta
rupiah).

Pasal51D

setiap orang atau badan yang menyimpan minuman
keras tanpa izin dari Pemerintah atau  pejabat  yang
berwenang dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga)
bulan dan /atau pidana denda paling sedikit Rp.
1.000.000,- (satu juta ruplah) dan paling banyak Rp,
25.000,000,- (dua puluhlima juta rupiah),



Pasal S1E

Setlap orang atau badan yang menyediakan dan atau
mengkomsumsi minuman keras tanpa izin dari
pemerintah atau pejabat  yang berwenang dipidana
dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/ atau pidana
denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan
paling banyak Rp.5.000,000,- (lima juta rupiah)

PASALII

Peraturan Daerah Inl mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penetapannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten
Padang Pariaman,

Ritetapkandi  : Pariaman
PadaTanggal : 18Mei2009

BUPATIPADANG PARIAMAN,

MUSLIMKASIM

Diundangkan di Pariaman
PadaTanggal ;18 Mei 2009
SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

LYUE oV, !
Pembina Utama Muda,
NIF196301111988021003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2009 NOMOR 03



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG

PARIAMAN NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG
KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

A. Penjelasan Umum

Bahwa perubahan Peraturan Daerah ini dititik
beratkanpadapﬂ-ngaturanminumankerasdansanksinya.

Terjadinya perubahan  Peraturan Daerak ini
disebabkan karena dalam Peraturan Daerah Nomor 38
Tahun 2003 tentang Ketentrarman dan Ketertiban Umum
belum memuat pengaturan mengenai minuman keras
dan sanksinya tersebut, Disamping Itu juga pengaruh
yang ditimbulkan akibat dari memproduksi,
mengéedarkankan, memperdagangkan, menyimpan,
menyediakan dan atau mengkemsumsi minuman keras
dapat merusak kehidupan dan prilaku masyarakat
terutama bagl generasi muda, sehingga perlu adanya
Upadya pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar
minuman keras tidak mudah didapatl dan dljual
sembarangan tempat, Untuk itu perly pengaturan yang
tegas dan jelas terhadap minuman keras térsebut
didaerah Kabupaten Padang Pariaman,

B. Penjelasan Pasaldemi Pasal
PASALI
Angkal
Pasal1
Hurufw
Cukup jelas
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG

PARIAMAN NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG
KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

A. Penjelasan Umum

Bahwa perubahan Peraturan Daerah inj dititik
beratkanpadapemgamranminumankerasdansanksinya.

Terjadinya perubahan  Peraturan Daerah ini
disebabkan karena dalam Peraturan Daerah Nomor 38
Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
belum memuat Pengaturan mengenai minuman keras
dan sanksinya tersebut. Disamping itu juga pengaruh
yang ditimbulkan akibat dari memproduksi,
mengedarkankan, memperdagangkan, menyimpan,
menyediakan dan atau mengkomsumsi minuman keras
dapat merusak kehidupan dan prilaku masyarakac
terutama bagi generasi muda, sehingga perlu adanya
upaya pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar
minuman keras tidak mudah didapati dan dijual
sembarangan tempat, Untuk itu perlu pengaturan yang
tegas dan jelas terhadap minuman keras tersebut
didaerahKabupaten Padang Pariaman.

B. Penjelasan Pasal demi Pasal
PASALI
Angka 1
Pasal1
Hurufw
Cukupjelas
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NNOMOR: 03 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIMAN
NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UM UM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

@

BUPATI PADANG PARIAMAN

bahwa semakin maraknya penyalahgunaan minuman
keras dapat mengganggu ketertiban umum dan
menimbulkan ketidaktentramanan dalam kehidupan
sosilamasyarakat;

bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah
nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan
Ketertiban Umum belum dapat menjangkau pelaku
perbuatan-perbuatan penyalahgunaan minuman

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apada
huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun
2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Unurn,

Undang-Undang  Nomor 1 tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana (berita Republik Indonesia 11
Nomor9);

Undang-undang Nomor 12 tahun 1955 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25,
TambahanLembaranNegaraRepublrk!ndoneswa
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10.

11,

Nomor 2104);

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang
Ketentuan Pokok Kekuasan kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2951);

Undang-undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pajak
{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3209),

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, tentang
Pembentukan Kabupaten Mentawai;
Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
pembentukan Kota Otonom Pariaman di Provinsi
Sumatera Barat;

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4389);

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437);
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
RepublikindonesiaNomor4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang
Perubahan Batas wilayah Kodya derahTingkat II
Padang ( Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 1998 tentang
PolisiPamong Praja, (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1998 Nomor. 8 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor3728);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian
Minuman Beralkohol..

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG
KETERTIBAN UMUM.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten
Padang Pariaman Nomor 38 tahun 2003 (Lembaran
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 Tahun
2003) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 huruf w diubah sehingga
berbunyisebagaiberikut :

w. Badanadalahsualubemukbadanusahay&ng
meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer serta perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau daerah  dengan
nama dan bentuk apapun, firma, kongei
koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, Yayasan atau organisasj yang
sejenis,lembaga,danapensiun,bemukusaha
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tetap,serta badan usahalainnya,

ketentuan Pasal 1 ditambah 6 huruf sebagai
berikut:

w. Minuman keras adalah minuman beralkohol
yaitu minuman yang mengandung ethanol
yang diproses dari abahn hasilpertanian
yang mengandung karbohidrat dengan cara
fermentasi dan destilasi atau fermentasi
tanpa destilasibaik dengan cara memberikan
perlekuan terlebih dahulu atau tidak,
menambahkan  bahan lain atau tidak ,
maupun yang diproses dengan cara
mencampur kosentrat dengan ethanol atau
dengan cara pengenceran minuman yang
mengandung ethanol.

ww.Produksi adalah kegiatan atau proses
menyiapkan, mengolah, membuat
menghasilkan, mengemas dan atau
mengubah bentukminuman keras,

xx. Peredaran adalah setiap kegiatan serangkaian
kegiatan penyaluran atau penyerahan
minuman keras, baik dalam rangka
perdagangan, bukan perdagangan maupun
pemindahtangankan.

yy. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka
pembelian dan atau penjualan, termasuk
penawaran untuk menjual minuman keras,
dan kegiatan lain berkenaan dengan
pemindahtangannan minuman keras,
dengan memperolehimbalan,

2z. Menyimpan adalah setiap kegiatan dalam
rangka persedian minuman keras baik dalam
rangka perdagangan,bukan perdaganga-
ngan maupun pemindahtanganan.

aaa.Menyediakan adalah setiap kegiatan baik
dalam rangka perdagangan maupun bukan
perdagangan minuman keras, untuk
dikonsumsi.
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3. DiantaraPasal51 danPasa?SZdis\s\'pi(lima)pasal,
yakniPasal

Pasal 51A

1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi,
mengedarkan, memperdagangan, menyimpan,
meyediakan dan atau mengkonsumsi minuman
keras, tanpa izin dari pemerintah atau pejabat
yangberwenang.

2) Tata cara dan syarat memperoleh izin sebagaij-
mana dimaksud ayat 1yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten diaturlebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 518
Setiap orang atau badan yang memproduksi
minuman keras tanpa izin dari Pemerintah atau pejabat
yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan 6
{enam) bulan dan atau pidana denda paling sedikit Rp
5.000.000 {lima juta) dan paling banykan Rp.50.000.000,-
(limapuluhjuta).

Pasal 51C

Setiap orang atau badan yang mengedarkan,
memperdagangkan minuman keras tanpa izin dari
Pemerintah atau pejabat yang berwenang dipidana
dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta
rupiah).

Pasal 51D

Setiap orang atau badan yang menyimpan minuman
keras tanpa izin dari Pemerintah atau pejabat yang
berwenang  dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga)
bulan dan Jatau pidana denda paling sedikit Rp.
1.000.000- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.
25.000.000,-(duapuluh limajuta rupiah).
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Pasal 51E

Setiap orang atau badan yang menyediakan dan atau
mengkomsumsi minuman keras tanpa izin dari
pemerintah atau pejabat yang berwenang dipidana
dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/ atau pidana
denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan
paling banyak Rp.5.000.000 - (lima juta rupiah)

PASALII

Peraturan Daerah iri mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penetapannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten
PadangPariaman.

Ditetapkandi  : Pariaman
PadaTanggal : 18Mei2009

BUPATIPADANG PARIAMAN,

MUSLIMKASIM

Diundangkan diPariaman
PadaTanggal 18 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

H.YUEN KARNOVA,SE.
Pembina Utama Muda,
NIP196301111988031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2009 NOMOR 03






